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BAB 5 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Terjadinya modernisasi hukum merupakan studi kasus utama dalam 

penelitian ini. Sejak awal berdiri yakni di tahun 1755 jauh sebelum bergabung 

dan menjadi bagian dari Republik Indonesia, Kasultanan Karaton 

Ngayogyakarta Hadiningrat secara mandiri melindungi aset seni yang lahir 

dengan pengawasan internal, mengunggulkan norma adat, dan menjaga 

kesakralan pada setiap aset seni musik yang lahir. Setelah bergabungnya 

Daerah Istimewa Yogyakarta ke dalam Republik Indonesia, maka perubahan 

perlindungan hukum dari hukum adat ke hukum nasional menjadi dinamika 

zaman yang perlu diperhatikan demi pelestarian aset seni musik.  

Beberapa upaya telah dilakukan dalam proses sinkronisasi perlindungan 

aset seni dan budaya dengan hukum formal melalui pendaftaran hak cipta, 

meskipun hingga saat ini aset seni musik yang terdaftar baru satu lagu yakni 

lagu “Himne Serangan Umum 1 Maret 1949” (2022) ciptaan Yogyakarta Royal 

Orchestra. Proses perlindungan dilakukan melalui tahapan inventarisasi, 

pemenuhan metadata dan dokumen pendukung, pendaftaran daring pada 

Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia hingga 

diterbitkannya sertifikat pencatatan. Realita yang terjadi terdapat temuan 

tantangan yang berpotensi pada kekosongan perlindungan hukum atas 
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keseluruhan aset seni musik Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Perlunya 

strategi perlindungan hukum yang tepat untuk melindungi aset seni musik yang 

menjadi Warisan Budaya Takbenda (WBTb), serta kepastian status hak cipta 

atas kepemilikan aset seni musik Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. 

Perlindungan hukum secara adat tradisi masih efektif digunakan hingga saat 

ini, tetapi harus dilengkapi dengan strategi perlindungan hukum nasional yang 

akan menjadikan aset seni musik Karaton Ngayogyakarta semakin kuat secara 

hukum dan dapat diakui hingga kancah internasional seutuhnya demi 

keberlangsungan aset seni musik tersebut. 

B. SARAN 

Setelah melaksanakan penelitian terkait strategi perlindungan hukum 

pada aset musik Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, berikut adalah saran-

saran yang dapat diberikan kepada, Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, 

Pemerintah, dan masyarakat umum: 

1. Bagi Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat: 

a. Melakukan inventarisasi data  terkait aset seni musik untuk kebutuhan 

dokumentasi hukum formal secara periodik.. 

b. Melakukan kerjasama dengan dinas terkait untuk pencatatan EBT bagi 

karya seni musik tradisional. 

c. Melakukan pengelolaan arsip seni musik yang telah terdigitalisasi 

dengan melakukan pemantauan untuk keamanan aset seni musik. 

2. Bagi Pemerintah  
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a. Melakukan pengembangan terkait sistem pendataan dan perlindungan 

Warisan Budaya Takbenda agar dapat mencakup aset seni musik 

tradisional seperti repertoar gendhing Karaton Ngayogyakarta 

Hadiningrat. 

b. Mengakomodir bentuk kerja sama dengan Karaton Ngayogyakarta 

Hadiningrat untuk pendaftaran EBT. 

c. Mendukung upaya pelestarian yang dilakukan Karaton Ngayogyakarta 

sebagai pihak pemangku tradisi.  

3. Bagi Masyarakat Umum 

a. Melakukan peninjauan lebih dalam terkait strategi perlindungan 

hukum aset seni musik yang lahir dari tradisi komunal-adat. 

b. Meningkatkan kepekaan untuk melestarikan aset seni musik yang 

memiliki nilai tradisi kuat dengan pengukuhan hukum yang 

terlegitimasi secara nasional. 
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